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RINGKASAN

Dalam rangka pembangunan ekonomi dan lapangan pekerjaan pemerintah
Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembangunan secara menyeluruh
kedalam semua sektor yang melibatkan lapisan masyarakat nasional yang
mencakup aspek-aspek ekonomi,politik, demografi, psikologi, hukum, intelektual
maupun teknologi industri. Untuk dapat melaksanakan pembangunan ekonomi
tersebut diperlukan permodalan salah satu bentuk permodalan yakni penanaman
modal atau investasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan
ekonomi dan lapangan pekerjaaan.

Indonesia sebagai negara memiliki industri pariwisata yang berkembang pesat, dan
investasi asing dalam perhotelan merupakan cara untuk memanfaatkan
pertumbuhan ini. Wisatawan domestik dan internasional memerlukan akomodasi,
dan permintaan akan kamar hotel dapat tinggi, terutama di destinasi wisata populer.
Investasi dalam perhotelan dapat memberikan keuntungan ekonomi yang
signifikan. Hotel-hotel dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat,
memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah melalui pajak, dan mendorong
pertumbuhan sektor terkait seperti restoran, transportasi, dan jasa lainnya. investor
asing, hotel bisa menjadi bagian dari diversifikasi portofolio mereka. Hotel-hotel
yang menghasilkan pendapatan yang stabil dapat menjadi investasi yang menarik
dalam jangka panjang, terutama jika lokasinya strategis. Investasi asing dalam
bisnis perhotelan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara yang menerima
investasi tersebut, selama dilakukan dengan bijaksana dan dalam kerangka hukum

yang jelas.



Mengingat tanggung jawab negara dalam bidang perekonomian yang tidak boleh
mengesampingkan kepentingan peluang usaha warga negara sendiri, maka negara
menyusun Daftar Negatif Investasi (DNI) yang berisikan ketentuan pembatasan-
pembatasan kepemilikan saham di dalam bidang usaha tertentu atau melarang sama
sekali asing dapat berinvestasi di dalamnya. Ketentuan pembatasan ini dapat dilihat
pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal. kepemilikan perusahaan perhotelan oleh asing dibatasi persentasenya yaitu
sebesar 67% (enam puluh tujuh persen). Aturan tersebut kemudian dianggap
seabgai hambatan bagi investor asing dan munculah penyelundupan hukum. Untuk
memecahkan permasalahan tersebut, maka dalam prakteknya dikenal istilah
perjanjian pinjam nama (nominee) saham dan kuasa saham. Hal ini bertujuan agar
seakan-akan diatas kertas (paper) kepemilikan asing hanyalah 67% (enam puluh
tujuh persen) saja sedangkan sisanya 33% (tiga puluh tiga persen) dimiliki warga
negara Indonesia.

Dalam hukum perjanjian Indonesia akta nominee dikategorikan sebagai perjanjian
tidak bernama yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum. Perjanjian
nominee lahir dari asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 33 ayat (1)
Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi: “Penanam modal dalam negeri
dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk
perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang
menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas
nama orang lain”

Selanjutnya didalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal
berbunyi:

“Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat
perjanjian dan/ atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),perjanjian
dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum”

Dari kutipan 2 (dua) pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian
nominee atas kepemilikan saham dilarang di Indonesia dan memiliki akibat hukum

batal demi hukum (null and void). Pada tahun 2021, paradigma pengaturan batas



kepemilikan ini berubah setelah diawali dengan munculnya Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal lalu dilanjutkan
dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman
Modal. Perpres Nomor 49 Tahun 2021 tidak lagi membatasi kepemilikan asing atas
usaha perhotelan 67% (enam puluh tujuh persen) melainkan dapat dimiliki hingga
100% (seratus persen) hal ini tentu saja memberikan angin segar bagi para investor
asing yang bergerak dalam bisnis perhotelan dan akomodasi akan tetapi yang
menjadi masalah hukum apabila pihak investor asing sebelum berlakunya Perpres
49 Tahun 2021 melakukan perjanjian nominee dengan Warga Negara Indonesia
untuk menguasai 100% kepemilikan saham tentu saja akan menimbulkan masalah
hukum baru. Agar tercipta suatu kepastian hukum bagi Investor asing bidang usaha
perhotelan yang sebelumnya melakukan perjanjian nominee pasca adanya
perubahan peraturan dengan dihapusnya batasan kepemilikan saham oleh
pemerintah dalam ketentuan hukum perdata internasional yakni hak-hak yang
diperoleh atau vested rights menurut Huber semua tindakan dan transaksi yang
dilakukan secara sah menurut hukum suatu negara akan diakui pula sah di negara
lain, meskipun negara yang disebut belakangan ini menganggap tindakan dan
transaksi itu tidak sah.

Hukum di Indonesia pada dasarnya tidak mengenal konsep trust atau trustee
sebagaimana dikenal dalam system hukum common law. Melalui selembar kertas
perjanjian maka dana dan aset bisa disimpan oleh pihak lainnya. Pembentukan
Trust agreement di luar negeri bisa dengan mudah membuat seseorang dapat
berperan sebagai pemilik saham atau aset perusahaan dan bertindak sebagai
perusahaan induk terakhir dalam struktur holding perusahaan. Secara sederhana
dapat dikatakan pula trust agreement dapat dibentuk sebagai perusahaan induk
untuk mengelola saham.

Dengan menggunakan konsep pemikiran pembentukan trust agreement ini, maka
keberlakuan perjanjian pinjam nama dan kuasa jual beli saham dapat dijamin pasca

Perpres Nomor 49 Tahun 2021. Namun untuk melakukan perlindungan hukum



terhadap pemilik asli saham tersebut, maka sebaiknya seluruh perjanjian tersebut
dikonversikan menjadi pengalihan kepemilikan atas saham dari WNI ke WNA.
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ABSTRAK
Kata Kunci : Akibat Hukum, Penanaman Modal Asing, Kepastian Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akibat hukum kepemilikan saham
perusahaan perhotelan yang dimiliki oleh warga negara asing di Indonesia terutama
kepemilikan saham yang dilakukan dengan cara melakukan membuat perjanjian
kuasa jual beli saham antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.
didalam pasal 33 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman
modal menyatakan bahwa dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam
modal asing membuat perjanjian dan/ atau pernyataan perjanjian dan/atau
pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang
Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.
kepemilikan perusahaan perhotelan investor asing dibatasi persentasenya yaitu
sebesar 67% (enam puluh tujuh persen) dan investor dalam negeri sebesar 33%
(tiga puluh tiga persen). Seiring dengan dinamika hukum Peraturan Presiden Nomor
44 Tahun 2016 digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021
Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal kemudian digantikan lagi dengan
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang
memungkinkan investor asing memiliki 100% (seratus persen) saham perusahaan
bidang perhotelan. Sehingga menjadi dilema bagi investor asing yang sebelumnya
melakukan perjanjian kuasa jual beli saham. Penelitian hukum ini menggunakan
metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal hasil dari penelitian ini
pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal, maka status kepemilikan saham asing 100% (seratus persen)
dalam perusahaan bidang perhotelan dimungkinkan namun menjadi dilema apabila
sebelumnya melakukan perjanjian pinjam nama karena dapat berakibat batal demi
hukum sehingga untuk dapat menyelamatkan dan mengembalikan saham yang
dimiliki oleh warga negara asing konversikan kembali kepada pemberi kuasa atau
pemilik nama sebenarnya dengan cara membuat perjanjian dengan konsep trust.
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ABSTRACT
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This study aims to analyse the legal consequences of ownership of hotel company
shares owned by foreign nationals in Indonesia, especially share ownership carried
out by making a nominee agreement between Indonesian Citizens and Foreign
Citizens. in article 33 paragraph (2) of Act of Republic Indonesia number 25 of
2007 concerning capital investment states that in the event that domestic investors
and foreign investors make agreements and / or statements the agreement and / or
statement is declared null and void. Furthermore, in Presidential Decree Number
44 Year 2016 The ownership of hotel companies by foreign investors is limited to a
percentage of 67% (Sixty-seven per cent) and domestic investors by 33% (thirty-
three per cent). Along with the legal dynamics, Presidential Decree Number 44 of
2016 was replaced by Presidential Decree number 10 of 2021 concerning
Investment Business Fields and then replaced again with Presidential Decree
number 49 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 10
of 2021 concerning Investment Business Fields, which allows foreign investors to
own 100% (one hundred percent) of the shares of hospitality companies. Therefore,
it becomes a dilemma for foreign investors who previously made a power of
attorney agreement to buy and sell shares. This legal research uses normative
research methods or doctrinal legal research. The results of this study after the
enactment of Presidential Decree Number 49 of 2021 concerning Amendments to
Presidential Decree Number 10 of 2021 concerning Investment Business Fields, the
status of 100% (one hundred percent) foreign share ownership in companies in the
hospitality sector is possible but it becomes a dilemma if previously made a nominee
agreement because it can result in null and void so that to be able to save and return
shares owned by foreign nationals convert them back to the authoriser or owner of
the actual name by making an agreement with the concept of trust.
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